
a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf d, salah satu
sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa
yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan
Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setiap tahun anggaran;

c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan
atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenai tata
cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati;

d. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap
Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran
2018 perlu disempurnakan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan
tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Bupati
Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap
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1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inodonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5415);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
DesaYang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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Pasal2
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

1. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga pasal berbunyi
sebagai berikut:

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe
Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan dan
Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa
Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggran 2018
diubah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKESATUATAS
PERATURANBUPATI KONAWE KEPULAUANNOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN BESARAN
ALOKASIDANADESA(ADD) SETIAPDESADI KABUPATEN
KONAWEKEPULAUANTAHUNANGGARAN2018

Menetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaterr/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1884);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten KonaweKepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2017 Nomor 22).
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Pasal 7
Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)untuk setiap
Desa di Kabupaten KonaweKepulauan Tahun Anggaran
2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
dihitung berdasarkan jumlah Desa dengan cara:
a. Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa

dihitung berdasarkan alokasi dasar sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)huruf a adalah 900/0
(sembilan puluh persen) dari Alokasi Dana Desa
kabupaten yang dibagirata setiap Desa;

3. Ketentuan pasal 7 huruf a dan huruf b diubah sehingga
pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal6
(1) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung

berdasarkan jumlah Desa.
(2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa
setiap Desa.

(3) Tingkat Kesulitan Geografis/Indeks Kesulitan (IKG)
sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b
ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

(5) Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa berdasarkan
alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dihitung dengan memperhatikan:
1. 10%(sepuluh persen) untukjumlah penduduk:
2. 50% (lima puluh persen) untuk angka

kemiskinan;
3. 15% (limabelas persen) untuk luas wilayah;dan
4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat

kesulitan geografis.

2. Ketentuan pasal 6 ayat (5) diubah sehingga pasal 6
berbunyi sebagai berikut:
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e. benda pos;
f. bahan Zmaterial;
g. pemeliharaan;
h. cetak /penggandaan;
1. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

Badan

Pasal 14
(1) ADD digunakan untuk kegiatan Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan
Masyarakat, dan BidangTakTerduga.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk membiayai:
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat

Desa;
b. tunjangan dan operasional

Permusyawaratan Desa (BPD);
c. operasional pemerintahan Desa;
d. alat tulis kantor;

4. Ketentuan pasal 14 huruf b diubah sehingga pasal 14
berbunyi sebagai berikut:

Keterangan:

W = AlokasiDana Desa setiap Desa;
Z1 = rasio jurnlah penduduk setiap Desa terhadap

total penduduk Desa Kabupaten Konawe
Kepulauan;

Z2 = rasio jurnlah penduduk miskin Desa setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
Kabupaten KonaweKepulauan;

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap
luas wilayah Desa Kabupaten Konawe
Kepulauan;

Z4 = rasio IKGsetiap Desa terhadap total IKGDesa
kabupaten KonaweKepulauan.

W = (0,10 * ZI) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)

b. Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa
dihitung berdasarkan alokasi Formula sebagaimana
dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf b adalah 100/0
(sepuluh persen) dari Alokasi Dana Desa kabupaten
yang dibagi berdasarkan Variabel Independen
setiap desa:
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Pasal15
(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2)
huruf a dianggarkan dalam APBDesayang bersumber
dari ADD).

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua
Juta LimaRatus Ribu Rupiah) per bulan.

(3) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar 70%
(Tujuh Puluh per Seratus) dari penghasilan tetap
kepala Desa per bulan yaitu sebesar Rp. 1.750.000,­
(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Per bulan.

(4) Penghasilan tetap perangkat Desa selain sekretaris
Desa sebanyak 50% (lima puluh per seratus) dari
penghasilan tetap kepala Desa yaitu sebesar Rp.

5. Ketentuan pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5)
diubah dan ayat (6) dicabut sehingga pasal 15 berbunyi
sebagai berikut:

J. makanan dan minuman rapat;
k. pakaian dinas dan atributnya;
1. perjalanan dinas;
m. upah kerja;
n. honorarium narasumber / ahli;
o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok

masyarakat;
p. pembangunan Sarana Prasarana Kantor

Desa/Balai desa;
q. Pembebasan Lahan Sarana Prasarana Kantor

Desa/Balai Desa;
r. pembinaan Kemasyarakatan;
s. pemberdayaan Masyarakat;
t. bimtek KepalaDesa dan Pearangkat Desa; dan
u. kegiatan BidangTak Terduga.

(3) Penggunaan ADDsebagaiman dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa), serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

(4) Penggunaan ADDsebagaiman dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada peraturan perundang- undangan
yang ada.
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BERITADAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUANTAHUN2018 NOMOR..tt1.

SEKRETARISDAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUAN,

Diundangkan di Langara
pada tanggal, ~ - .,_ 2018

3.DINAS/BA

4.BAGIAN
---z.I-

1.SCKDA

PARAF KOOROINA r- I

JABATAN

BUPATIKONAWEKEPULAUAN,

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, ,_ - 0, - 2018

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal II

1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) per bulan.

(5) Penghasilan tetap staf perangkat desa selain
perangkat Desa paling banyak 300/0 (Tiga Puluh
persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan
yaitu sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah).
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